PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMCR 81 TAHUN 2005
TENTANG
BADAN KOCRDI NASI  KEAVANAN LAUT

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG VAHA ESA
PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni nbang:

a.

bahwa penegakan hukum dan keamanan di perairan | ndonesi a di | aksanakan
ol eh berbagai instansi penerintah sehingga perlu di koordi nasi kan agar
berdaya guna dan berhasil| guna;

b. bahwa Badan Koordi nasi Keamanan Laut yang di bent uk berdasarkan Surat
Keput usan Bersana Menhankani Pangab, Menteri Perhubungan, Menteri
Keuangan, Menteri  Kehakinan, dan Jaksa Agung Nonor: Kep/B
45/ X11/1972, S K 901/ M 1972, Kep. 779/ MK7111/12/1972, J.S. 8/ 72/1, dan
Kep. 85/ J. A/ 12/1972, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan
per kenbangan hukum dan tata penerintahan dewasa ini, sehingga perlu
pengat ur an kenbal i ;

C. bahwa sehubungan dengan hal - hal sebagai mana tersebut pada huruf a dan
huruf b, dan dal am rangka nel aksanakan ketentuan pasal 23 ayat (3)
dan pasal 24 ayat (3) undang-Undang Nonor 6 Tahun 1996 tentang
Perairan Indonesia, dipandang perlu nenata kenbali Badan Koor di nasi
Keamanan Laut yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden;

Mengi ngat

1. Pasal 4 ayat (1) Unhdang-hdang Dasar Negara Republik |ndonesia Tahun
1945,

2. Undang- Uhdang Nonor 6 Tahun 1996 tentang Perairan |Indonesia (Lenbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nonor 73, Tanbahan Lenbaran
Negar a Republ i k 1 ndonesi a Nonor 3647);

MEMUTUSKAN

Menet apkan:

PERATURAN PRES DEN TENTANG BADAN KOORDI NASI KEAVANAN LAUT.

BAB |
KETENTUAN UMM

Pasal 1

Dal am Peraturan Presiden ini yang di naksud dengan :

1.

Wlayah Perairan Indonesia adalah sebagai nana dimaksud dal am
Undang- hdang Nonor 6 Tahun 1996 tentang Perairan |ndonesia beserta
perat uran perundang-undangan |ainnya, dan sesuai dengan konvensi
hukum i nt er nasi onal yang ber | aku.

Koordi nasi keamanan |aut adal ah upaya untuk nenadukan kegi atan dan
operasi keamanan laut vyang dilakukan oleh instansi-instansi
penerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan
nasi ng- nasi ng ber dasar kan per at uran per undang- undangan yang ber | aku.
Kegi atan keamanan |aut adal ah segal a upaya dan tindakan terencana
yang di sel enggarakan secara rutin dan fungsional ol eh nasing-nasing



instansi sesuai lingkup tugas pokok dan fungsinya dalam rangka
penj agaan, pengawasan, pencegahan dan peni ndakan pel anggaran hukum
serta keselamatan pelayaran dan pengamanan terhadap aktivitas
nasyar akat dan penerintah di w | ayah perairan | ndonesi a.

4., (perasi keamanan laut adalah upaya dan tindakan terencana yang
di sel enggar akan secara khusus dan untuk sasaran atau tujuan tertentu
ol en nasing-masing instansi yang berwenang (operasi keamanan | aut
nmandiri) dan/atau oleh dua atau lebih instansi secara bersama
(operasi keamanan |aut bersana) dal am rangka penjagaan, pengawasan,
pencegahan dan peni ndakan pel anggaran hukum serta kesel amatan
pel ayaran dan penganmanan terhadap aktivitas nasyarakat dan penerintah
di w | ayah perairan |ndonesia.

BAB | |
KEDUDUKAN,  TUGAS DAN FUNGS

Pasal 2

Badan Koordi nasi Keamanan Laut, yang sel anj utnya dal am Peraturan Presiden
ini disebut BAKCRKAMLA adal ah | enbaga non struktural yang ber kedudukan di
bawah dan bertanggungj anab kepada Presi den.

Pasal 3

BAKCRKAMLA nenpunyai  tugas nengkoordi nasi kan penyusunan kebij akan dan
pel aksanaan kegi at an operasi keananan | aut secara terpadu.

Pasal 4

Cal am nel aksanakan tugas sebagai mana di naksud dal am Pasal 3, BAKCRKAMLA

nenyel enggar akan fungsi :

a. per unusan dan penet apan kebij akan unumdi bi dang keamanan | aut;

b. koor di nasi kegi atan dal am pel aksanaaan tugas di bi dang keamanan | aut
yang neliputi kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan
peni ndakan pel anggaran hukum serta pengananan pel ayaran dan
pengamanan aktivitas mnasyarakat dan penerintah di w/layah perairan

| ndonesi a;
C. penberi an dukungan teknis dan admnistrasi di bi dang keananan | aut
secar a t er padu.
BAB || |
CRGAN SAS
Pasal 5
Susunan keanggot aan BAKCRKAMLA terdiri dari
a. Ketua :
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hikum dan Keamanan
b. Anggot a :
1. Menteri Luar Negeri;
2. Menteri Dal am Negeri ;
3. Menteri Pert ahanan;
4, Menteri Huikumdan Hak Asasi Manusi a;
5. Ment eri Keuangan;



(1)
(2)
(3)

6 Ment eri  Per hubungan;

7. Menteri Kel autan dan Peri kanan;

8. Jaksa Agung Republ i k | ndonesi a;

9. Pangl i na Tentara Nasi onal | ndonesi a;

10. Kepal a Kepol i si an Negara Republ i k | ndonesi a;

11. Kepal a Badan Intelijen Negara;

12.  Kepala Saf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
Sekretaris :

Kepal a Pel aksana Hari an BAKCRKAMLA ner angkap Anggot a

BAB IV
PELAKSANA HAR AN BAKCRKAMLA

Pasal 6

Unt uk nmendukung kel ancaran pel aksanaan tugas dan fungsi BAKCRKAMLA
di bent uk Pel aksana Hari an BAKCRKAMLA

Pel aksana Harian BAKCRKAMLA dipinpin ol eh Kepala Pel aksana Harian
yang berada di bawah dan bertanggungj anab kepada Ketua BAKCRKAM.A

Pel aksana Harian BAKCRKAMLA nenpunyai tugas nenberikan dukungan
teknis dan admnistrasi kepada BAKCRKAMLA dal am nel aksanakan tugas
dan fungsi nya.

Pasal 7

Pel aksana Hari an BAKORKAMLA terdiri dari

a.

(3)

(1)
(2)
(3)

Ti m Koor di nasi  Keanmanan Laut di sebut TI M KCRKAMLA
Sekretariat Pel aksana Hari an BAKCRKAMLA;
Pusat .

Pasal 8

TI M KORKAMLA di bent uk ol eh Ket ua BAKCRKAMLA

TI M KORKAMLA sebagai nana di naksud pada ayat (1) dipinpin ol eh Kepal a

Pel aksana Hari an BAKCRKAMLA dengan anggota pejabat eselon | atau

sederaj at yang secara fungsional newakili Instansi Penerintah Anggota

BAKCRKAMLA dan Instansi/Lenbaga Penerintah Lainnya yang di pandang

per | u.

TI M KORKAMLA nenpunyai tugas :

a. nenyi apkan rancangan kebi j akan unumtent ang keamanan | aut;

b. nerancang, nermantau dan nengeval uasi pel aksanaan koor di nasi
kegi at an kearmanan | aut .

Pasal 9

Sekretariat Pelaksana Harian BAKCRKAMLA dipinpin oleh Sekretaris
Pel aksana Hari an.

Sekretariat Pel aksana Hari an BAKCRKAMLA nenpunyai tugas nel aksanakan
pel ayanan adm ni strasi BAKCRKAMLA

Sekretariat Pel aksana Hari an BAKCRKAMLA sebagai rana di naksud pada
ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Bagi an
dan nasi ng-nasing Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub
Bagi an.



Pasal 10

(1) Pusat dipinpin ol eh Kepal a Pusat .

(2) Pusat sebagai nana di maksud pada ayat (1) nenpunyai tugas nel aksanakan
penyi apan dan penberian dukungan tekni s BAK

(3) Junmah Pusat di I i ngkungan Pel aksana Hari an BAKCRKAMLA
sebanyak- banyaknya 3 (tiga) Pusat.

(4 Msing-nasing Pusat terdiri dari Sub Bagian Tata Wsaha dan paling
banyak 4 (enpat) dang, dan nmasi ng-nasing dang terdiri dari
sebanyak- banyaknya 3 (tiga) Sub B dang.

Pasal 11

(1) Dalam rangka pelaksanaan tugas, dapat dibentuk Satuan Tugas
Koor di nasi Keanmanan Laut, yang sel anj utnya di sebut SATGAS KCRKAMLA

(2) SATGAS KCORKAMLA bersi fat adhoc yang di bent uk unt uk nel aksanakan tugas
tertentu dal amrangka operasi bersana keamanan | aut.

BAB V
TATA KERIA

Pasal 12

S stem den prosedur unum untuk koordinasi kegiatan dan operasi keamanan
laut dal am penyel enggaraan tugas BAKCRKAMLA ditetapkan dengan Keputusan
Ket ua BAKCRKAMLA

Pasal 13

(1) BAKCRKAMA nengadakan r apat koor di nasi secara ber kal a
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau
sewakt u-wakt u sesuai dengan kebut uhan.

(2) Jika dipandang perlu, BAKCRKAMLA dapat nengi kutsertakan Menteri
dan/atau Pejabat lain yang terkait dal amrapat-rapat koordi nasi yang
di sel enggar akan BAKCRKAMLA

Pasal 14

Ket ua BAKCRKAMLA nel apor kan hasi| pel aksanaan tugas dan fungsi BAKCRKAMLA
kepada Presiden secara berkal a atau sewaktu-waktu jika di pandang per! u.

BAB M
KEPANGKATAN  PENGANCKATAN
DAN PEMBERHENTI AN

Pasal 15

(1) Kepala Pelaksana Hari an BAKORKAMLA adal ah jabatan struktural eselon
| a.

(2) Sekretaris Pelaksana Harian dan Kepala Pusat adalah |jabatan
struktural eselon Ila.

(3) Kepala Bagian dan Kepal a dang adal ah jabatan struktural esel on
I11a.

(4 Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adal ah jabatan struktural



esel on | Va.
Pasal 16

(1) Kepala Pelaksana Harian BAKCRKAMLA diangkat dan di berhentikan ol eh
Presiden atas usul Ketua BAKCRKAMA

(2) Pejabat eselon 1l ke bawah dan pejabat lainnya di |ingkungan
BAKCRKAMLA di angkat dan di berhenti kan ol eh Kepal a Pel aksana Hari an
BAKCRKAMLA

BAB M |
PEMBI AYAAN
Pasal 17

Segal a bi aya yang di perl ukan dal am pel aksanaan tugas dan fungsi BAKCORKAMLA
di bebankan kepada Anggaran Pendapat an dan Bel anja Negara dan sunber - sunber
| ain yang sah.

BAB M | |
KETENTUAN LAI N- LA N

Pasal 18

Rncian tugas, susunan organisasi dan tata kerja Pelaksana Harian
BAKCRKAMLA di t et apkan dengan Keput usan Ketua BAKCRKAMLA setelah terlebih
dahul u nendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungj anab di
bi dang pendayagunaan apar at ur negar a.

BAB | X
KETENTUAN PERALI HAN

Pasal 19

(1) Segala ketentuan nengenai Kkegiatan koordinasi keamanan |aut nasih
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan bel um di ubah dan/at au
diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, segala ketentuan nengenai
koordi nasi kearmanan | aut yang bertentangan dengan Peraturan Presiden
ini, dinyatakan tidak berl aku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Peraturan Presiden ini mul ai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Otetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desenber 2005
PRES DEN REPUBLI K | NDONESI A
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